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SISTEM TRANSLITERASI

ARAB-INDONESIA"
1. Konsonan Tunggal X
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
\ Alif - -
ol b&’ b -
- 8’ t -
& s&’ 8 8 dengan titik diatasnya i
c jim j 7
z h&’ h h dengan titik di bawahnya
F kha’ kh -
5 dal d -
5 z4l 2 z dengan titik di atasnya
3 ra’ | r -
F zay’ z -
€ sin 8 -
5 syin By .
g s@d 8 s dengan titik di bawah
e dad d d dengan titik di bawah
b ta’ t t dengan titik di bawah

1) Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudaysan RI No. 158/1987 dan
No. 0543 b/U/1987 tertanggal 10 Septemnber 1987 yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari 1988.
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III. Ta’ marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis h
a»  ditulis hibah
a5~ ditulis jizyah
(keterangan ini tidak berlaku terhadap kata-kata arab yang sudah terserap ke
dalam bahasa Indonesia, seperti sala, zakat dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t
$iawm  ditulis ni’matullah

S 5 ditulis zakatul-fitr

IV. Vokal Pendek
(fathah) ditulis a
~_(kasrah) ditulis i
(dammah) ditulis u

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif, ditulis &
iaty ditulis jahiliyyah
2. Fathah + 4’ mati, ditulis &

Pt ditulis yas’4

vij



3. Kasrah + y&’ mati, ditulis
A% ditulis majid
4. Dammah + wiwu mati, ditulis 0

RIS ditulis furdd

VL. Vokal Rangkap
1. fathah + y&' mati, ditulis ai

* ditulis bainakum
2. fathah + wawu mati, ditulis au

Js ditulis qaul

VIL. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan

dengan Apostrof
f‘"ﬁ ditulis a’antum
oasl ditulis v'iddat

£S5 4 ditulis la'in syakartum

VIIL Kata Sandang Alif + L&m
1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-
of & ditulis al-Qur'an

e ditulis al-Qiyas

viij



2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf
syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf I nya

PO | ditulis as-sam@’

it ditulis asy-syams

IX. Huruf Besar
Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang
Diperbaharui (EYD)

X. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
Dapat ditulis menurut bunyi atan pengucap;mya dan menurut penulisannya.

2o sy ditulis zawil-furlld atau zawi al-furdd

At Jal ditulis ahlussunnah atau ahl as sunnah

X
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Assalamu “alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah Tuhan Seru Sekalian Alam. Hanya
kcpada-Nya kami berlindung dan mohon pertolongan. Dan hanya kcpada-Nya-lah
kami berserah diri. Dia Maha Kuasa dan Bijaksana.

Solawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi
Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman jahilivvah ke
zaman yang terang benderang int dibawah naungan ‘panji-panji Islam.

Alhamdulillah penyusun ucapkan atas periolongan. petunjuk dan kekuatan
lahir dan bathin yang telah Allah limpahkan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan
skripsi yvang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KESAKSIAN
SAKSI BISU DAN TULI DALAM PASAL 285 HIR* dengan lancar, walaupun
harus melalui perjalanan yang panjang dan melelahkan, mengatasi kebosanan dan

ketidakpercavaan, tentu saja semua 1tu tidak terlepas dari bantuan berbagai prhak.
percay gal ]



Dalam hal ini tiadalah mungkin penyusun dapat menyelesaikan dengan
sempurna, tanpa ada pihak-pithak yang lain yang dengan ikhlas telah membantu
untuk terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Oleh karena 1tu dalam kesempatan yvang baik i penyusun mengucapkan
terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada -

I, Bapak Dckan Fakultas Syariah TAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh
stalnya.

2. Ibu Hj. St Aminah Thdavat. ST sclaku pembimbing | vang denean sabar dan
ikhlas telah meluangkan waktu dan memberikan saran vang berarti dalam

penvusunan skripsi ini.

(%]

Bapak Drs. Abdul Halim, M. Hum. Selaku pembimbing II yang telah meluangkan

waktu dan tenaganya yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.
Akhirnya hanya Kepada Allah-lah penyvusun berserah diri dan semoga amal

baik mereka mendapat balasan dari Allah SWT. Penyusun berharap semoga skripsi

ini dapat memberi maniaat kepada penyvusun khususnva dan pembaca umumnya.

Wassalamu “alatkum Wr. Wh.

Yogvakarta, 7 Rabi'ul Awal 1420 H

Tiduli 1999
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam tanya jawab di muka sidang pengadilan, para pihak yang berperkara
bebas mengemukakan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan perkaranya.
Hakim memperhatikan semua peristiwa yang dikemukakan oleh kedua belah pihak.

Untuk mendapatkan kepastian bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi, maka
hakim memerlukan “pembuktian” guna meyakinkan dirinya sehingga ia dapat
menerapkan hukumnya secara tepat. Dengan kata lain, hakim memerlukan
pembuktian secara yuridis.

Berbicara tentang pembuktian, hakim harus mengindahkan aturan-aturan
tentang pembuktian. Ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan akan timbul
bilamana hakim dalam melaksanakan tugasnya itu hanya menyandarkan sesuatu yang
oleh undang-undang dinamakan alat bukti. Dengan alat bukti ini niasing-masing
pihak berusaha membuktikan atau mempertahankan pendiriannya yang dikemukakan
oleh hakim. Dan hakim harus membuktikan dan menetapkan dalil-dalil manakah
yang benar dan manakah dalil-dalil yang tidak benar. Untuk itu hakim tidak

dibenarkan memberikan keputusan menurut kemauan dan hawa nafsunya sendiri.



Dengan kata lain, hakim memerlukan pembuktian secara yuridis. Firman Allah SWT
r=eU sl 3a st (Il bls gt
@ Jos s S, 326 Bow
o s lhe (L‘&U«—w DT RS N\ 1

Pembuktian secara yuridis adalah menyajikan fakta-fakta menurut hukum
yang cukup untuk memberikan kepastian hukum tentang suatu peristiwa.
Pembuktian itu diperlukan karena ada bantahan atau penyangkalan dari pihak lawan
tentang apa yang digugatkan,latau untuk membenarkan sesuatu hal. Pembenaran dari
peristiwa atau hubungan hukum itulah yang harus dibuktikan jika pihak lawan telah
menyetujui atau mengakui apa yang telah digugatkan oleh penggugat, hal itu tidak
perlu dibuktikan lagi. *’

Dalam kaitan ini T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya “Peradilan dan
Hukum Acara Islam™ menyatakan bahwa keadilan itu sangat memerlukan pembuktian
sebagaimana telah ditegaskan dalam Hadi$ Rasulullah SAW yang berbunyi :

Pl S sles b g3 e N Loy
$ v
OS2 elepedy S dea i N ies),

') As-Sad (38 ); 26.

) Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia ( Bandung : PT Citra Aditya
Bakti, 1992 ), him. 128-129.

) Imdm Muslim, Al-Jami’us Sahih,”Kitab Aqdiyat Bab Al-Yamin ‘ala Mudda’a ‘Alaihi”,
( Beirut : Dar al-Fikr, t.t), V : 128. Hadis dari Ibnu ‘Abbas.



Inilah satu dalil tentang keharusan adanya pembuktian menurut Syari’at Islam.
Kita mengakui sepenuhnya bahwa disamping Hukum Positif, Hukum Islampun telah
mengatur cara beracara di pengadilan, khususnya tentang pembuktian.

Pembuktian ini tentunya dapat dilaksanakan dengan alat-alat bukti dan
barang-barang bukti. Menurut Bambang Waluyo, S.H dalam bukunya “Sistem
Pembuktian Peradilun Indonesia” menyebutkan sebagai berikut: “Alat bukti adalah
suatu hal (barang atau non-barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat
dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan maupun gugatan”.!)

Jenis-jenis alat bukti sanga.t bergantung pada hukum acara yang dipergunakan,
misalnya apakah Hukum Acara Pidana ataukah Hukum Acara Perdata. Kemudian
dilihat apakah dalam lingkungan Peradilan Agama ataukah dalam lingkungan
Peradilan Umum,. Masing-masing hukum tentunya mengatur sistem pembuktian dan
jenis alat-alat bukti yang berbeda sesuai dengan azas hukum yang dianut oleh
masing-masing produk hukum tadi. Untuk menelaah lebih lanjut baiklah kita telusuri
apa saja alat-alat bukti yang dipergunakan oleh kedua dimensi hukum tadi. Dalam hal
ini Hukum Islam telah menggariskan ketentuan tentang alat-alat bukti yang
dipergunakan. Tentang alat-alat bukti yang dimaksud H.M Djamil Latif, S.H dalam
bukunya “Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia” menyebutkan

jenis alat bukti menurut Syari’at Islam (Hujjah Syar 'iyyah) itu adalah sebagai berikut:

*). Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia, cet. 11, (Jakarta : Sinar
Grafika, 1991), him. 3.



1. Saksi.

2. Surat.

3. Pengakuan.

4. Sumpah.

5. Pengetahuan atau keyakinan hakim.’)

Dalam pada itu alat bukti yang terpokok atau Hujjah Syar'iyyah yang biasa
digunakan hanya ada tiga, yaitLi - ikrar (pengakuan), syahadat (kesaksian), dan yamin
(sumpah).”)

Kemudian dalam Hukum Positif mengenai alat bukti ini, Bambang Waluyo,
S.H menyebutkan alat-alat bukti yang dipergunakan dalam persidangan perkara
pidana ada lima macam alat bukti sebagaimana diformulasikan oleh UU No. 8/1981
(KUHAP) yaitu yang terdapat dalam pasal 184 disebutkan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat.

4. Petunjuk.

5. Keterangan terdakwa.’)

%). HM Djamil Latif, Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama Di Indonesia, (Jakarta :
Bulan Bintang, 1993), him, 148,

© ©). T.M Hasbi ash-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Bandung : P.T Al Ma’arif,
1964 ), him. 116.

7). Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Agama, him, 10-11.



Adapun dalam perkara perdata, ketentuannya terikat pada Statsblad 1941 No.
44 (HIR) dan KUHAP (BW) berdasarkan pasal 164 HIR dan pasal 1866 BW bahwa
alat bukti dalam Hukum Acara Perdata adalah sebagai berikut :

1. Bukti tertulis atau surat.
2. Bukti dengan saksi.

3. Persangkaan.

4. Pengakuan.

5. Sumpah.”)

Dari sekian alat-alat bukti yaﬁg penyusun kemukakan diatas, maka ditemukan
satu alat bukti yang menurut penyusun menarik untuk dijadikan sebagai bahan
pembahasan dalam skripsi ini. Alat bukti yang dimaksud adalah saksi. Mengingat alat
bukti saksi menempati urutan pertama baik menurut KUHAP maupun Syar’iyyah
Islam.

Hukum Islam dan Hukum Positif, masing-masing mempunyai ketentuan
tersendiri mengenai alat bukti saksi, sehingga persamaan dan perbedaan saksi dalam
status dan kedudukannya sebagai alat bukti akan muncul dipermukaan.

Hukum Acara Perdata memberikan pengertian tentang saksi adalah:

Orang yang memberikan keterangan atau kesaksian didepan sidang

pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri

atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu
perkara.))

%). Ibid., him. 30-31.

%). Darwan Prinst, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, (Bandung : Citra
Aditya Bakti, 1992), hlm. 162.



Sedang menurut Hukum Islam kesaksian itu sendiri adalah : “Keterangan

yang benar (dapat dipercaya) didepan sidang pengadilan dengan menggunakan lafadz

syahadat, untuk menetapkan hak orang lain”.'")

Dengan demikian seorang hakim harus bisa berkomunikasi langsung dengan
saksi, agar masalah yang mereka ajukan kepadanya dapat diketahui dengan jelas,
sehingga nantinya akan bisa diberikan putusan yang seadil mungkin berdasarkan
peraturan yang ada.

Dalam keadaan yang wajar dan biasa (saksi yang panca inderanya sempurna)
tentunya tidak ada masalah. Akan tetapi bagi orang yang cacat dan panca inderanya
terbatas, seperti orang yang bisu dan tuli, ia tidak mampu untuk berbicara dalam
mengungkapkan apa yang disaksikannya, ia tidak dapat mendengar apa yang terjadi
namun ia hanya melihat dan menyaksikan apa yang terjadi.

Berdasarkan pasal 285 HIR disebutkan :

(1) : Jika pesakitan itu bisu dan tuli dan tidak dapat menulis maka ketua
mengangkat sebagai juru bahasa orang yang pandai betul dengan orang
yang dituduh itu asal saja orang itu sudah cukup umurnya untuk
memberikan kesaksian. -

(2) : Demikian pula harus diperbuat jika scorang saksi bisu dan tuli tidak
pandai menulis.

(3) : Jika orang yang bisu dan tuli itu pandai menulis maka ketua harus
menyuruh menuliskan segala pertanyaan atau teguran kepadanya, dan
menyuruh menyampaikan tulisan kepada pesakitan atau saksi yang

bisu dan tuli itu dengan perintah akan menuliskan jawabannya atas itu,
kemudian semua itu harus dibacakan.

19 Muhammad Salam Mazkiir, A/-Qada fi al-Islim, (Mesir : al Mahdah al Araby, tt.) him.
162.



(4) : Aturan dari pasal ini berlaku juga buat orang-orang yang untuk
sementara tidak dapat mendengar atau bertutur.'")

Meskipun pasal tersebut menjelaskan tentang saksi dalam perkara pidana,
akan tetapi dalam pasal 151 HIR telah memberikan petunjuk agar supaya pasal 285
HIR diberlakukan dalam perkara perdata. Bunyi pasal tersebut adalah : “Ketentuan
pada pasal 284 dan 285 tentang saksi-saksi dalam perkara pidana berlaku juga dalam
hal ini”."?) ‘

Dalam pasal 169 R.bg dinyatakan; “apabila scorang saksi karena sakit atau
cacat badan, tidak mungkin menghadap ke pengadilan/persidangan maka hakim dapat
mengirim seorang anggota :ﬁajclis ke rumah saksi itu dengan disertai seorang
panitera supaya saksi itu didengar keterangannya tanpa disumpah“.”)

Dalam HIR pasal semacam ini tidak ada namun demikian dapat saja diikuti,
karena tidak bertentangan dengan [;asal-pasal dalam HIR, karena yang didengar
keterangannya tidak disumpah, maka kekuatannya diserahkan kepada hakim.'")

Disamping itu mengenai saksi bisu dan tuli, cara pemeriksaannya menurut pasal 178

KUHAP dibedakan dua hal :

Y. M. Karyadi, Reglemen Indonesia Yang Dibaharui, (Bogor : Politeia, 1963), him. 47,

12y Ibid., him. 43,

%) Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung: Alumni, 1986),
him. 144, '

'), Ibid., him. 144,



1. Apabila saksi bisu dan tuli dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat
sebagai penerjemah orang yang pandai bergaul dengan saksi yang bersangkutan.

2. Apabila saksi bisu dan tuli dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan
semua pertanyaan atau teguran secara tertulis dan saksi tersebut diperintahkan
untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan dan jawabannya
dibacakan.")

Masalah ini terjadi karcna.berbagai ajaran yang terkandung dalam Al-Qur’an
ini terkadang cukup sulit untuk ditemukan kepastian hukumnya hal itu disebabkan
terdapat berbagai istilah yang bersifat sangat global (umum) kurang spesifik karena
itu untuk menggali dasar-dasar hukumnya perlu diterapkan strategi sistematis dengan
cara yang lazim kita sebut dengan ijtihad.

Adapun mengenai kesaksian saksi bisu dan tuli dalam Hukum Islam tidak ada
nash yang menjelaskan secara khusus jadi nas-nas nya bersifat umum kemudian
para ulama berijtihad untuk menetapkan syara-syarat yang harus dipenuhi oleh

seorang saksi berdasarkan petunjuk nas —nas Al-Qur’an dan Al-Hadis.

B. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan dimuka maka
terdapat pokok masalah sebagai berikut:

Bagaimana Hukum Islam mehyikapi kesaksian saksi bisu dan tuli?

). Hukum Acara Pidana, (Jakarta : Pustaka Amin, t.t), him. 80.

o



C. Tujuai Dan Kegunaan

Sebagai penyusun skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari tujuan-tujuan
tertentu yang senantiasa terkait dengan pokok masalah yang menjadi inti
masalah/pembahasan  dan pada gilirannya dapat dipergunakan sehingga
termanfaatkan.

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah :

Untuk memperoleh kejelasan tentang kesaksian saksi bisu dan tuli sebagai alat
bukti dari sudut pandang Syari’at Islam.

Sedangkan kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah :

Kegunaan ilimiah yain; sebagai sumbangan pemikiran bagi khasanah
keilmuan, baik kalangan ilmuan dari disiplin ilmu Syari’ah maupun kalangan umum,

khususnya bagi para hakim dalam melaksanakan tugasnya di peradilan.

D. Telaah Pustaka

Pada setiap sengketa dimuka pengadilan tentu terdapat setidak-tidaknya ada
dua pihak yaitu, pihak penggugat dan pihak tergugat, yang pertama menggugat apa
yang sebaiknya dari keadaan yang senyatanya berlaku, sedang tergugat ialah pihak

yang mempertahankan kenyataan yang berlaku dan melawan gugatan itu.'®)

I"). Subhi Mahmassani, Filsafat Hukum Dalam Islam, alih bahasa Ahmad Sujono, (Bandung:
al Ma’arif, 1981), him. 241,



Azas Hukum Acara Perdata ialah bahwa inisiatif untuk mengajukan tuntutan
hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan, sedang hakim bersifat
menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya. Karena pada
hakekatnya hakim hanya diharapkan atau diminta untuk mempertimbangkan tentang
benar tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Perkara yang diajukan
kepadanya tidak boleh ditolak untuk diperiksa dan diadili sekalipun dengan alasan
atau dalil bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas (pasal 14 ayat (1) UU No.
14/1970). Andaikata peraturan hukumnya tidak atau kurang jelas, sebagai penegak
hukum dan keadilan ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum
yang hidup dalam masyarakat (pasal 27 UU No. 14/1970)."7)

Sebagai syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh
pengadilan guna diperiksa adalah bahwa tuntutan hak itu harus mempunyai
kepentingan hukum yang cukup. Hal inipun tidak berarti tuntutan hak yang ada
kepentingan hukumnya itu pasti dikabulkan oleh pengadilan, akan tetapi masih
tergantung kepada pembuktian.'®)

UU No. 14/1970 tentang ketentuan Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal
5 ayat (1) yang memuat peraturan bahwa didalam Hukum Acara Perdata, yang
berperkara harus sama-sama Aiperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil

serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya.

17y, Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, cet. 1, (Yogyakarta : Liberty,
1982), him. 10.

%y Ibid., him. 39.



Namun didalam memberikan pendapatnya itu harus berdasarkan sesuai dengan bukti-
bukti yang telah ditetapkan.

Menurut aturan HIR dalam Hukum Acara Perdata hakim terikat kepada alat
bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan-
keputusan berdasarkan alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang saja. Alat-
alat bukti dalam Hukum Acara Perdata itu disebutkan dalam pasal 164 HIR dan 1866
BW ialah : alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan, pengakuan dan
sumpah.

Penentuan beban pembuktian merupakan persoalan yang tidak mudah karena
tidak ada satu pasalpun yang mengatur secara tegas tentang pembagian beban
pembuktian. Ada satu pasal yang mengatur beban pembuktian yaitu pasal 163 HIR
dan 283 R.bg, akan tetapi ketentuan pasal ini tidak begitu jelas. Karena itu sulit
untuk ditetapkan secara tegas. Oleh karena pembuktian itu merupakan kepentingan
yuridis, maka perlu diketahui siapa yang perlu dibebani dengan pembuktian apakah si
tergugat ataukah si penggugat 7.

Pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa yang mengatakan mempunyai hak dia harus membuktikan
adanya hak itu, biasanya penggugat itu harus yang mengatakan yang
mempunyai hak, maka penggugatlah yang harus diberi beban pembuktian
lebih dahulu.

2. Barang siapa yang menyebutkan adanya peristiwa untuk meneguhkan
haknya, dia harus membuktikan adanya peristiwa tersebut. Apabila
menyebutkan peristiwa untuk penggugat maka dialah yang membuktikan
beban pembuktian ada pada penggugat, akan tetapi apabila yang
menyebutkan itu tergugat maka dialah yang harus membuktikan.

3. Barang siapa yang menyebutkan suat peristiwa untuk membantah adanya
hak orang lain dia harus membuktikan adanya peristiwa itu, jika yang



menyebutkan peristiwa itu penggugat, beban pembuktian ada pada
penggugat, sedang jika yang menyebutkan peristiwa itu tergugat maka
beban pembuktian ada pada pihak tergugat.'”)

Azas beban pembuktian dituangkan dalam HIR pasal 163 yang lebih dikenal
dengan istilah “Actori Incubit Probatio” yaitu barang siapa mengaku mempunyai hak
harus dibebani dengan pembuktian. Ini berarti bahwa kedua belah pihak baik
penggugat maupun tergugat dapat dibebani dengan pembuktian terutama penggugat
wajib membuktikan peristiwa yang diajukan kepadanya, sedang tergugat
berkewajiban membuktikan bantahannya. Kalau salah satu pihak dibebani dengan
pembuktian dan tidak dapat membuktikan, maka ia dikalahkan.

Pembuktian merupakan bagian terpenting dalam sidang pengadilan, sebab itu

Rasulullah SAW telah bersabda :

_._“9— s\as U‘“L' g:ﬁ rﬂ}‘}c— O u,.,\..} _,S
mordendy e 2 J0SS wf\g

Salah satu alat bukti yaitu pembuktian dengansaksi yang mana tujuannya
adalah untuk menguatkan tentang kebenaran dalil yang diajukan pihak yang
berperkara yakni fakta hukum yang menjadi pokok sengketa (pasal 139 HIR dan

pasal 1895 KUH Perdata ).*')

l"'). Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, him. 132,

%) Imam Muslim, al-Jami’ us Sahih, “Kitab Aqdiyat Bdb al-Yamin ‘ald Mudda'da ‘alaihi”,
(Beirut: Dar al-Fikr, t.t), V: 128. Hadis dari Ibnu Abbas.

1), Bachtiar Effendi, dkk, Surat Gugat dan Hukum Pembuktian Dalam Pemeriksaan Perdata
(Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991), him. 70.



Pasal 1895 KUH Perdata : Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan
dalam segala hal dimana itu tidak dikecualikan
oleh Undang-Undang.??)

Pasal 1909 KUH Perdata : Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi
diharuskan memberi kesaksian dimuka hakim.*)

Pasal 139 HIR (1) . Jika penggugat/tergugat hendak meneguhkan
kebenaran tuntutannya dengan saksi-saksi akan
tetapi oleh sebab mereka tidak mau menghadap
atau oleh sebab hal lain yang tidak dapat dibawa
menurut yang telah ditentukan pada pasal 121,
maka pengadilan akan menentukan hari
persidangan pemeriksaan pada waktu yang mana
akan diadakan pemeriksaan serta memerintahkan
supaya saksi-saksi yang tidak mau menghadap
persidangan dengan rela hati dipanggil oleh
pejabat yang berkuasa menghadap pada sidang
hari itu”.

(2) : Panggilan serupa itu dijalankan juga kepada
saksi-saksi yang mesti didengar oleh Pengadilan
Negeri  menurut  perintah oleh  karena
Jabatannya. 4

Namun berbeda apabila dalam pemeriksaan perdata yang didengar dari saksi
tersebut orang yang bisu dan tuli. Dasar hukumnya adalah pasal 285 HIR tentang
saksi dalam pemeriksaan pidana. Untuk lebih jelasnya akan penyusun kutip ketentuan
pasal 285 HIR yang berbunyai sebagai berikut :

(1) : Jika pesakitan itu bisu dan tuli dan tidak pandai menulis maka ketua
mengangkat sebagai juru bahasa orang yang pandai betul bergaul
dengan orang yang dituduh itu asal orang itu sudah cukup umurnya
untuk memberikan kesaksiannya.

(2) : Demikian pula harus diperbuat, jika seorang saksi bisu dan tuli tidak
pandai menulis.

) R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet. XXVII, (Jakarta : Pradnya
Paramitha, 1995), him. 481.

) Ibid., him. 483.

). M. Karyadi, Reglemen Indonesia yang Dibaharui, him. 40,



(3) : Jika orang yang bisu dan tuli itu pandai menulis maka ketua harus
menyuruh menuliskan segala pertanyaan atau teguran kepadanya dan
menyuruh menuliskan kepada pesakitan atau saksi yang bisu dn tuli itu
dengan perintah akan menuliskan jawabannya atas itu, kemudia semua
itu harus dibacakan.

(4) : Aturan dari pasal ini berlaku juga buat orang-orang yang
untuk sementara tidak dapat mendengar atau bertutur.*®)

Meskipun pasal-pasal tersebut tentang saksi dalam perkara pidana, akan tetapi
dalam pasal 151 HIR telah memberi petunjuk agar supaya pasal 285 HIR
diberlakukan dalam perkara perdata. Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut :

“Ketentuan pasal 284 dan 285 tentang saksi-saksi dalam perkara pidana,
berlaku juga dalam hal ini”.*)

Mengenai hal tersebut diatas, Ny. Retnowulan Sutanto, S.H dan Iskandar
Oeripkartawinata, S.H dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan
Praktek” menyatakan: “bahwa dalam pemeriksaan perkara perdata perlu didengar
kesaksian orang asing yang tidak dapat berbahasa Indonesia atau orang bisu tuli.
Mengenai hal tersebut pasal 151 HIR memberi petunjuk agar supaya pasal 284 dan
285 tentang saksi dalam pemeriksaan berkara pidana diberlakukan dalam hal ini™?’.

Begitu juga Ridwan Syahrani memberi penjelasan terhdap pasal diatas yaitu:

I. Pasal 284 HIR, menentukan bahwa jika saksi tidak paham bahasa Indonesia,
maka ketua sidang harus mengangkat seorang juru bahasa. Sebelum

melaksanakan tugasnya juru bahasa harus disupah terlebih dahulu, akan
mencrjemahkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain.

%), M. Karyadi, Reglemen Indonesia Yang Dibaharui, him. 77.
). Ibid., hlm. 43.

?7). Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori
dan Praktek, cet. V11, (Bandung: Mandar Maju, 1995), him. 76.
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2 Pasal 285 HIR, menentukan bahwa jika saksi yang diperiksa bisu dan tuli dan
tidak pandai menulis maka ketua sidang mengangkat juru bahasa dari orang yang
pandai bergaul dengan orang tersebut. Juru bahasa ini sebelum melaksanakan
tugasnya juga harus bersumpah untuk melaksanakan tugasnya. J ika saksi bisu dan
tuli tapi pandai menulis, maka tanya jawab dengan saksi tersebut dilaksanakan
secara tertulis. .

3. Pasal 284 dan 285 HIR tersebut tentang saksi Eerkara pidana berlaku juga dalam
perkara perdata, sesuai dengan pasal 151 HIR.*)

Adapun menurut Bachtiar Effendi, S.H, Masdar Tasmin, S.H, A. Chudori
ADP, S.H, dalam bukunya “Swrat Gugat dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara
Perdata” berdasarkan pasal 178 ayat (4) R.bg jo 151 HIR bahwa apabila saksi WNA
atau tuna rungu, tuna wicara maka dapat dipakai jasa penerjemah.””)

Mengenai orang yang bisu dan tuli itu kesaksiannya mempunyai nilai sebagai
alat bukti yang sah, selama ia mampu menjelaskan apa yang disaksikannya dan
keterangan yang diberikannya harus dilengkapi dengan alat bukti lain atau dianggap
terbuktinya suatu dalil yang harus dibuktikan.

Betapa pentingnya arti suatu kesaksian sebagai alat bukti tampak dari
kenyataan bahwa banyak peristiwa-peristiwa hukum yang tidak tercatat atau tidak ada
alat bukti tertulisnya, sehingga oleh karena itu kesaksian merupakan satu-satunya alat
bukti yang sah. Selanjutnya sebagai referensi pendukung/tambahan dalam pebahasan

skripsi ini, maka penyusun akan mempergunakan kitab-kitab Figh hasil karya para

ulama serta para mujtahid dan buku-buku lain yang tentunya mempunyai relevansi

2“). Ridwan Syahrani, Hukum Acara Perdata di Pengadilan, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1988),
hlm. 69.

). Bachtiar Effendi dkk, Surat Gugat dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata, him.
76.



dengan pembahsan didalam skripsi ini. Kemudian dari beberapa informasi dan
keterangan yang ada akan penyusun simpulkan dan tuangkan dalam skripsi ini
sehingga pembahsannya akan mengarah pada penjelasan secara detail, mengenai

persoalan tentang alat bukti kesaksian saksi bisu dan tuli.

E. Kerangka Teoritik

Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan
manusia itu mempunyai kebutuhan yang sangat kompleks, dan ia tidak mungkin
dapat memenuhi kebutuhan itu kecuali dengan bantuan pihak lain. Hidup tolong
menolong adalah fungsi manusia terhadap masyarakat itu dapat bersifat kebendaan
dan non-kebendaan, maddiyah dan adabiyah. |

Begitu juga dalam hal proses penyelesaian perkara di pengadilan. Para pihak
ingin agar putusan itu dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya berdasarkan
hukum yang telah ditentukan. Di samping itu tidak boleh dilupakan bahwa dalam
memberikan putusan itu hakim harus melihat dan memeriksa bukti-bukti yang ada.
Diantara alat-alat bukti itu adalah saksi. Nas-nas Al-Qur’an yang menyatakan
kesaksian menggunakan metode perintah, karena pada asalnya perintah itu wajib,
maka mengangkat saksi dalam proses persidangan menjadi wajib hukumnya,
termasuk didalamnya saksi yang bisu dan tuli. Jadi seorang saksi yang bisu dan tuli
juga mempunyai kewajiban memikul tanggung jawab sebagai saksi. Hal ini sesuai

dengan kaidah Us(l Figh :
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Di samping itu ada beberapa hadi§ yang menjelaskan tentang kesaksian

diantaranya adalah :

Jadi hadis ini menerangkan bahwa saksi yang paling baik adalah orang yang

menyampaikan kesaksiannya sebelum diminta oleh hakim. Jika saksi itu bisu dan tuli
(bisu dan tidak dapat mendengar) pokok permasalahannya bukan cuma bisu dan tuli
akan tetapi tidak dapat mendengarkan apa yang 1a saksikan. Di mana dalam Hukum
Islam terdapat khilafiyah, ada yang menerima dan ada yang menolak. Sedang dalam
Hukum Perdata Positif menerima kesaksian bisu dan tuli.

Menurut golongan Hanafiyah, persaksian mempunyai dua syarat yaitu :
1. Memikul persaksian ( © :w\d.g_;-) maksudnya menyaksikan peristiwa

yang terjadi.

30 Abdul Hamid Hakim, Mabadi® Awaliyah, (Jakarta : Sa’adiyah Putera, t.t),him. 8.

). An-Nawawi, Syarah Sahih Muslim,” Kitab al-Aqdiyat Bab Bayani Khairus Syuhada”,
(Beirut : Dér al-Fikr, t.t), IX : 16-17. Hadi$ dari Zaid bin Khélid al-Juhaniy.
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at ‘.n J
2. Melaksanakan persaksian [ € 2 lQ,»“‘J‘ s) 2! | maksudnya menyampaikan
persaksian dimuka hakim.*%

Oleh karena itu berdasarkan syarat yang dikemukakan oleh golongan
Hanafiyah, bahwa orang yang bisu dan tuli apabilaberaakal sehat dan dewasa memikul
kewajiban persaksian. Karena orang yang bisundan tuli dapat menyaksikan peristiwa
yang terjadi dengan melihat dan menyaksikan sendiri. Jadi orang yang bisu dan tuli
dapat dijadikan saksi dalam suatu proses persidangan.

Sedangkan menurut Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal dan Syafii
menerimakesaksian bisu dan tuli dengan syarat bahwa ia pandai menulis, agar dapat

dilakukan tanya jawab oleh hakim dengan -saksi tersebut secara tertulisterhadap apa

yang telah disaksikalmyam

Dengan demikian bahwa orang yang bisu dan tuli itu berdasarkan pada pasal
285 HIR itu terdapat dua macam cara pemeriksaan, yakni bagi yang dapat menulis dan
yang tidak dapat menulis dengan cara memakai isyarat yang disampaikan kepada hakim
lewat juru bahasa yang telah ditunjuk oleh hakim serta akan menerjemahkan dengan
benar berdasarkan apa yang telah diucapkan oleh saksi tersebut. Hal ini sesuai
dengankaidah vsul figh ) OLJL O LB (5 550 55, b1 &1 L )

Maka dengan uraian di atas bahwa saksi bisu dan tuli tidak dilarang haknya

untuk menjadi saksi yang baik. Oleh karena saksi yang bisu dan tuli itu masih bersifat

32} pr1a'u al-Din AbG Bakar, Badd'l as-Seria'i,[Mesir : Dir al-Fikr L.t], VI : 266.

%] as-Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah,{Beirut : Dar al-Kutb al-Arabi, L.t],]II : 336.

) Mushlih Usman, Keideh-kaideh Usdliysh den Fighiysh, [Pedomen Desar Delam

Istinbath Hukum Islam]him. 196.



umum, maka apabila ada seorang saksi yang bisu dan tuli , selama tidak ada halangan
untuk menjadi saksi, tentunya kesaksian seorang yang bisu dan tuli dapat diterima.
Adapun hukum memberikan kesaksian itu fardu ‘ain hukumnya, bagi orang
yang mengetahui  bila ia dipanggil dan akan dikhawatirkan suatu kebenaran akan
hilang. Bahkan wajib jika dikhawatirkan akan lenyapnya kebenaran meskipun saksi

itu tidak dipanggil untuk memberikan kesaksiannya.”) Karena Firman Allah :

e AL y . “ e
%) w (f\f\._.ab \-QA\S B e O.:ri_fu.j\‘\,x\bu\_/,
Berdasarkan nas-nas Al-Qur’an dan Al-Hadi$ tentang kesaksian, akan tetapi
nas-nas tersebut masih bersifat umum tentang saksi tidak ada nag yang menjelaskan
secara khusus tentang saksi Bisu dan tuli. Kemudian para ulama berijtihad untuk
menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang saksi berdasarkan

petunjuk nas —=nas Al-Qur’an dan Al-Hadis.
¢ " ' . v "':. [ y y
Jg}"‘“"‘“‘”" i‘—kJ)L-"L‘-“B Lf’r“s\‘ ,a-l\é___;‘/_,\ ;.L
Ll 03\_;;\@;.#‘:"{‘;\9 Arsf le )2 oy AaroS

3?)

Dalam Hukum Islam Jumhir Ulama mendefinisikan kesaksian adalah :

*%). As-Sayyid Sabiq, Fiqus Sunnah., 111: 332.

%) Al Baqarah. (2) : 283.

37). Abdul Wahhab Khallaf, /lmu Usiil Figh, (Kuwait : Dar al Kalam, 1977), him. 181,
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Kata persaksian * b;l_.‘.::‘..“ “ dalam bahasa Arab tersebut berasal dari kata

dasar “ D ;‘__«\_‘J . _,\___“N..._s-.x_.(r.p yang artinya menjadi saksi, kesaksian,
persaksian:“))

Dalam kitab Figh as-Sunnah diterangkan bahwa lafaz syahadat

( o ;L.{;ah ) diambil dari kata “  J.» (__.,p yang artinya melihat dengan

kepala, karena orang yang menyaksikan itu memberitahukan seseorang tentang apa

yang diketahuinya dengan lafaz ( —__ " > Ay il ) “‘Aku telah

menyaksikan *.*’) Berdasarkan pengertian bahasa dan istilah tentang kesaksian, maka
orang yang bisu dan tuli dapat menjadi saksi, karena orang yang bisu dan tuli itu
dapat melihat dan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri tentang kejadian yang
dilihatnya dan dapat memberitahukan atau menyampaikan kesaksiannya dimuka
persidangan,

Setelah masalahnya diuraikan seperti yang diatas, selanjutnya penyusun akan
mencoba dengan pendekatan lewat teori-teori Hukum Islam. Dimana para ulama
sejak dini telah merumuskan dalil-dalil/qarinah-qarinah yang menanggulangi

masalah-masalah yang akan terjadi diantaranya :

). Muhammad Salam Mazkir, 4/ Qada fi al Islim, (Mesir : Dar al Arabi, t.t), him. 83.

. Mahmud Yunus, Kamus Bahasa Arab-Indonesia, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Kitab
Suci Al Qur’an, 1973), him. 206.

‘"’).As- Sayyid Sabiq, Figh as Sunnah, 111 332
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F. Metode Penelitian
Metode merupakan cara utama yang dipakai untuk mencapai suatu tujuan,
menguji serangkaian hipotesa dengan alat-alat tertentu. Dalam pembahasan skripsi
ini, penyusun menggunakan beberapa metode sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian literer (/ibrary research) yang
obyeknya adalah dari berbagai bacaan baik buku-buku atau kitab-kitab figh

yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam skripsi ini.

*'). Abdul Hamid Hakim, 4/ Baydn, (Jakarta : Sa’adiyah Putra, t.t), hlm. 30.
‘u), Asmuny A. Rahman, Kaidah Kaidah Figh, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), him. 50-57.
*)). Abdul Hamid Hakim, A/ Baydn, him. 8.

*). Mochtar Yahya dan Fatkhur Rabman,Dasar dasar Pembinaan Hukum Islam, cet. 111,
(Bandung : P.T Al Ma’arif, 1993), him. 518.
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2. Type Penelitian

Karena penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan serta
memperjelas terhadap permasalahan kesaksian saksi bisu dan tuli sebagai alat
bukti bagi hakim dalam memutuskan perkara di persidangan. Maka penelitian
ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.
3. Teknik Pengumpulan Data.

Mengingat penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian literer
(library research) maka kajian yang digunakan sebagai referensi adalah buku-
buku yang ada di perpustakaan, baik buku-buku primer maupun sekunder.
Maka usaha awal untuk mengumpulkan data dalam pembahasan skripsi ini,
penyusun berusaha untuk membaca, menelaah dan menganalisis dari sejumlah
literar yang berkaitan dengan kesaksian saksi bisu dan tuli sebagai alat bukti,
serta berbagai kitab yang ada kaitannya/hubungannya dengan pembahasan
didalam skripsi ini.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan ini sebagai upaya untuk memperoleh kejelasan dari
permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini, di samping agar diperoleh
pengetahuan yang jelas dan benar. Adapun pendekatan-pendekatan tersebut
adalah
a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah suatu cara untuk mendekati masalah yang

diteliti apakah sesuatu itu baik-atau tidak, boleh atau tidak menurut pendapat



23

para ulama lewat ijtihadnya juga norma-norma yang berlaku yang sesuai

dengan pembahasan dalam skripsi ini. Metode ini penyusun pergunakan karena

penelitian ini ingin mengkaji boleh tidaknya kesaksian saksi bisu dan tuli dalam
tinjauan Hukuri Islam

b. Pendekatan Yuridis

Suatu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur
hukum pembuktian pada umumnya, serta alat bukti saksi pada khususnya.
Serta tolak ukur Usdl Figh sebagai landasan dalam memahami konsep yang
menjadi pemikiran tentang kesaksian saksi bisu dan tuli sebagai alat bukti.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah data
kualitatif dengan menggunakan dua metode berfikir:

a. Induktif, yakni metode berfikir yang bertitik tolak kepada data-data yang
bersifat khusus, yang mempunyai kesamaan kemudian diimplikasikan
menjadi kesimpulan yang bersifat umum.®)

Metode ini penyusun gunakan untuk pengumpulan dan berbagai
pendapat para ulama, khususnya pandangan Imam Syafi’i, Imam Malik, Imam

Hanbali dan Imam Hanafi. Dengan demikian dapat disimpulkan bagaimana

*%). Sutrisno Hadi, Metodologi Risef, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi

UGM, 1980), him, 36.
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pendapat masing-masing tentang kesaksian saksi bisu dan tuli sebagai alat

bukti.

b. Deduktif, yakni metode berfikir yang bertitik tolak kepada data-data yang
bersifat umum, kemudian diimplikasikan kedalam satuan-satuan yang lebih
khusus.

Metode ini penyusun pergunakan untuk memahami nash-nash dengan
menjabarkan semua aspek yang mendukung kejelasan nas-nas yang meliputi
uraian tentang pengertian saksi serta kekuatannya sebagai alat bukti.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini agar mempermudah dan terarah dalam
pembahasannya, maka digunakan sistematika pembahasan yang terbagi menjadi lima
bab yang memuat tiga bagian utama yaitu pendahuluan, isi serta penutup yang terdiri
dari kesimpular. dan saran-saran.

Seperti halnya skripsi lain, maka dalam sripsi ini penyusun memulainya
dengan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan
dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi pemibahasan serta
sistematika pembahasan.

Pembahasan gambaran umum tentang saksi dikemukakan pada bab kedua
yang mencakup pengertian tentang saksi, dasar-dasar hukum saksi, syarat-syarat saksi
dan kesaksian yang ditolak.

Setelah mengetahui konsep secara umum gambaran tentang saksi, maka

penyusun baru mengangkat mengenai kesaksian saksi bisu dan tuli dalam pasal 285
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HIR pada bab ketiga yang meliputi pembahasan sekilas tentang pembuktian dan alat-
alat bukti kemudian ketentuan umum alat bukti kesaksian juga kesaksian saksi bisu
dan tuli dalam pasal 285 HIR.

Selanjutnya sebagai bahasan inti pada bab keempat dalam skripsi ini adalah
menganalisa Hukum Islam terhadap kesaksian saksi bisu dan tuli dalam pasal 285
HIR. Pembahasan ini meliputi analisa Hukum Islam terhadap kedudukan saksi bisu
dan tuli serta analisa terhadap kekuatan hukum kesaksian saksi bisu dan tuli.

Akhirnya pada bab kelima, penyusun menyelesaikan kajian ini dengan sebuah
penutup yang berisi suatu kesimpulan dan saran-saran yang dilengkapi dengan daftar

pustaka dan lampiran-lampiran.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun meninjau dan memahami uraian-uraian tentang “Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Kesaksian Saksi Bisu Dan Tuli Dalam Pasal 285 HIR”
maka pada bagian penutup akan dikemukakan kesimpulan yang dapat dipetik dari
uraian yang telah penyusun terangkan diatas :

Pembuktian di dalam ilmu hukum itu hanya ada apabila terjadi bentrokan
kepentingan yang diselesaikan melalui pengadilan.

Kesaksian adalah keterangan pasti yang wajib dikemukakan kepada hakim
oleh orang lain yang mengetahui dan atau mengalami sendiri hal-hal atau peristiwa
yang bersangkutan dengan jalan memberitahukan sendiri secara lisan.

Yang termasuk dalam kesaksian adalah keterangan-keterangan terhadap hal-
hal yang dapat diterima oleh panca indera dan hal-hal yang dapat diketahui sendiri.
Oleh karena itu kesimpulan atau pendapat sendiri seseorang bukanlah keterangan
saksi kecuali diberikan oleh seorang saksi ahli.

Menurut Hukum Islam berdasakan nag-nas Al-Quran dan ha dis tentang
kesaksian maupun ijtihad para ulama tentang kesaksian saksi bisu dan tuli maka
orang yang bisu dan tuli boleh menjadi saksi dan dikenai kewajiban untuk
memberikan kesaksian di muka hakim. Hal ini sesuai dengan apa yang ditentukan

oleh pasa[285 HIR.
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Kedudukan saksi bisu dan tuli mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah
selama dia mampu menjelaskan apa yang dipersasksikannya lewat juru bahasa
kepada hakim dan ada kesesuaian antara keterangan yang diberikan dengan alat bukti
yang lain atau dianggap terbuktinya suatu dalil yang harus dibuktikan. Dengan
demikian apa yang apa yang telah disebutkan dalam pasal 285 HIR tentang kesaksian
saksi bisu dan tuli mitu sesuai dengan Hukum Islam walaupun tidak selengkap serta
terperinci seperti apa yang ada dalam Undang-undang yakni pasal 285 HIR.

B. Saran-saran

Sebagai sumbangan pikiran dari penyusun dalam masalah yang terkait
didalam skripsi ini maka penyusun sajikan beberapa saran sebagai berikut:

Untuk menuju bentuk yang sistematis dari suatu peraturan perundang-
undangan , maka sebaiknya aturan-aturan pembuktian yang letaknya terpisah-
pisah/tersebar dalam beberapa kitab undang-undang ( HIR, R.bg, KUH Perdata),
perlu dilakukan inventarisasi. dan dikumpulkan serta dibukukan menjadi satu buku
yang memuat khusus tentang aturan pembuktian.

Dalam menilai aturan pembuktian hendaknya hakim tidak harus secara
mutlak mengikuti ketentuan pasal 172 HIR ( Ps. 1908 KHU Perdata),melainkan
ketentuan tersebut sekedar memaparkan petunjuk bagi hakim dalam melakukan
penilaian terhadap alat bukti keterangan saksi, karena sebenarnya hakim harus
memperhitungkan dan mempertimbangklan hal-hal lain (yang lebih banyak lagi dari
yang telah ditentukan pasal. 172 HIR, pasal. 1908 KUH Perdata), yang ada sangkut

pautnya dengan suatu perkara.



76

Dlam masalah kesaksian ini adalah masalah yang berat dan harus
dipertanggungjawabkan bagi mereka yang menjadi saksi. Tuhan akan menjatuhkan
hukuman bagi oranbgOorang yang berdusta.

Demikianlah skripsi ini penyusun tutup dengan memanjatkan puji syukur
kehadirat Allah SWT karena rahmat, hidayah serta ‘inayahnya penyusun dapat
menyeleaikan skripsi ini.

Penyusun menyadsari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan
karena dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penyusun. Demi
sempurnanya sk,ripsi ini penyusun sangat mengharapkan kritik serta saran yang
konstuktif.

Akhirnya tiada gading yang retak dan kepada Allah-lah kebenaran itu
berpulang. Kepada pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini

semoga amalnya diterim aaoleh Allah SWT. Amin.
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